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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi
komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUU-
XV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedan-
gkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan
presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran
tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan
stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwaki-
lan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi
mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga
efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.

Kata Kunci: Perbandingan Konstitusi, Presidential Threshold, Ratio Decidendi.

ABSTRACT
This study aims to analyze the dynamics of constitutional interpretation concerning the presidential threshold through
a comparative examination of the ratio decidendi of the Constitutional Court in Decision No. 53/PUU-XV/2017 and
Decision No. 62/PUU-XXII/2024. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and
case approaches. The findings demonstrate that Decision No. 53/PUU-XV/2017 regarded the presidential threshold
as part of the legislature’s open legal policy, whereas Decision No. 62/PUU-XXII/2024 marked a significant shift in
constitutional interpretation by holding that the existence of a presidential threshold, regardless of its percentage, is
inconsistent with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This shift reflects
a change in emphasis from legislative discretion and governmental stability toward the protection of political rights,
popular sovereignty, equality, rationality, and political representation. Consequently, Article 222 of the Election Law
no longer has binding legal force, necessitating a reconstruction of the mechanism for nominating candidates for
President and Vice President that ensures equality among political parties while maintaining the effectiveness of the
presidential system without reinstating the presidential threshold in any alternative form.
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1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam ne-
gara demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan
secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan
perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Salah satu ketentuan yang menjadi perdebatan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden adalah keberadaan
presidential threshold, yaitu persyaratan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk
dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Setiawan, 2025).

Persoalan presidential threshold tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis penyelenggaraan pemilu,
tetapi juga menyentuh persoalan konstitusional mengenai kedaulatan rakyat, hak politik warga negara, ke-
setaraan peserta pemilu, serta desain sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan mengenai ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui
Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemberlakuan presidential threshold menimbulkan perdebatan mengenai
sejauh mana pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan dalam menentukan syarat pencalonan Presi-
den dan Wakil Presiden, serta apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945 (Rasji & Harmono, 2025b).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, memiliki hasil putusan yang pada pokoknya
mempertahankan keberadaan presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pem-
bentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menilai bahwa pengaturan ambang
batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang
masih berada dalam ruang kebijakan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian,
putusan tersebut menunjukkan pendekatan penafsiran yang memberikan ruang relatif luas kepada pembentuk
undang-undang dalam menentukan desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Wulandari et al., 2026).

Perkembangan mengenai konstitusionalitas presidential threshold bahwa terjadi perubahan penting melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya menjadi
dasar pemberlakuan presidential threshold tidak lagi dapat dipertahankan. Perubahan tersebut menunjukkan
adanya perkembangan dalam cara Mahkamah Konstitusi memahami hubungan antara norma undang-undang,
prinsip demokrasi, hak politik warga negara, serta ketentuan konstitusional mengenai pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut menimbulkan persoalan akademik dan yuridis yang penting. Di
satu sisi, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menempatkan presidential threshold dalam ruang open legal pol-
icy pembentuk undang-undang. Di sisi lain, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan perubahan
pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor konstitusional yang menye-
babkan terjadinya pergeseran penafsiran tersebut dan bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun argumen-
tasi hukumnya dalam masing-masing putusan (Farhani & Azizah, 2022).

Permasalahan tersebut dikaji melalui konsep ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi dasar
atau pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbandingan ratio decidendi Putusan Nomor
53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat memperlihatkan apakah telah terjadi pe-
rubahan paradigma dalam penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap presidential threshold.
Kajian tersebut juga penting untuk mengetahui apakah perubahan putusan semata-mata merupakan perkem-
bangan penafsiran terhadap konstitusi, atau terdapat perubahan mendasar dalam melihat prinsip demokrasi,
hak konstitusional warga negara, dan desain pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Fauziah & Arrasuli, 2023).

Penelitian terkait dengan Presidential Threshold telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya
seperti penelitian oleh Umarwan Sutopo, dkk. pada tahun 2024 dengan judul Presidential Threshold In The
2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia, pada penelitian ini
menghasilkan bahwa pelaksanaan presidential threshold terhadap demokrasi di Indonesia memiliki efek negatif,
sehingga dapat menjadi pedoman bagi segenap pemangku kebijakan dalam menentukan format pilpres yang
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lebih mengedepankan demokrasi itu sendiri. Pada penelitian ini memiliki hanya fokus pada pembahasan menge-
nai implementasi presidential threshold dalam pemilihan umum presiden tahun 2024, sehingga tidak membahas
perbandingan mengenai perbedaan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Su-
topo et al., 2024). Penelitian selanjutnya oleh Asri Eka Mutiara pada tahun 2025 dengan judul Demokratisasi
Pemilu Dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 62/PUU-XXII/2024,
hasil penelitian implikasi putusan MK terhadap partisipasi publik dalam pemilu dan demokrasi. Adapun hasil
penelitian dan pembahasan yang didapatkan yaitu optimalisasi partisipasi politik untuk menciptakan poli-
tik berbasiskan rakyat sangat mungkin terwujud dengan memaksimalkan potensi rakyat dan memberdayakan
suara tersebut menjadi suara yang terlembagakan dalam politik, pada penulisan artikel karya ilmiah terse-
but memiliki fokus terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, berbeda dengan pembahasan
yang diangkat penulis yang spesifik membandingkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-
XXII/2024 (Mutiara, 2025). Penelitian selanjutnya oleh M. Mutamakin, dkk. pada tahun 2026 dengan judul
Menakar Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan
Presidential Threshold, hasil penelitian menunjukkan putusan MK konstitusional berdasarkan open legal policy
DPR, memperluas partisipasi calon, mengurangi transaksionalisme, dan selaras hak politik warga, meski berisiko
fragmentasi; direkomendasikan threshold adaptif 10-15% suara nasional terkini untuk keseimbangan stabilitas
presidensial dan demokrasi multipartai, pada penulisan artikel karya ilmiah tersebut memiliki fokus terhadap
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, berbeda dengan pembahasan yang diangkat penulis yang
spesifik membandingkan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Mutamakin et al.,
2026).

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki
persoalan utama yang bukan hanya mengenai apakah presidential threshold konstitusional atau inkonstitusional,
tetapi lebih jauh mengenai putusan tersebut perlu dianalisis secara komparatif untuk mengetahui konstruksi
argumentasi konstitusional yang digunakan Mahkamah, bentuk pergeseran penafsirannya, serta implikasinya
terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia, kedua dinamika penafsiran konstitusi yang tercermin
dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ratio decidendi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti mengenai “Dinamika Penafsiran Konstitusi
terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024”. Penelitian ini akan mengkaji ruang lingkup mengenai
perkembangan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menentukan batas antara
kewenangan pembentuk undang-undang dan kewenangan Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas kebi-
jakan pemilu, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara mengenai
presidential threshold dan konsistensi penafsiran konstitusi. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai
bagaimana dinamika dan pergeseran penafsiran konstitusi dalam ratio decidendi Mahkamah Konstitusi antara
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024? dan apa implikasi yuridis dari
pergeseran ratio decidendi tersebut terhadap konsep presidential threshold dan pembentukan kebijakan hukum
pemilu di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Tipe dalam penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif (Sukmawan &
Damayanti, 2025). Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam
hal yang bersifat teoretis, asas, konsepsi, doktrin hukum dan isi kaidah hukum positif. Bahder Johan Nasution
menyatakan bahwa “Penelitian ini juga dilakukan melalui pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika
hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum” (Nasution, 2008). Masing-masing disiplin
keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach), yaitu: Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan
perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus
tema sentral suatu penelitian, dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case
Approach) (Sansone & Sperlí, 2022).

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang
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diteliti meliputi: Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
“Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024” yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para
ahli hukum yang menyangkut hukum secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Dinamika Penafsiran
Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024”. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan
dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis preskrip-
tif dan komparatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji
keterkaitan antara ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan
perundang-undangan terkait pemilihan umum, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putu-
san Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Analisis dilakukan dengan menitik-
beratkan pada ratio decidendi masing-masing putusan, khususnya mengenai konstruksi argumentasi Mahkamah
Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas presidential threshold. Pertimbangan hukum tersebut dianalisis den-
gan mengidentifikasi norma konstitusi yang digunakan, metode penafsiran konstitusi yang diterapkan, prinsip-
prinsip konstitusional yang dijadikan dasar pertimbangan, serta kedudukan konsep open legal policy dalam
argumentasi Mahkamah Konstitusi.

Penggunaan metode komparatif dengan membandingkan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Perbandingan dilakukan terhadap isu kon-
stitusional, dasar pertimbangan hukum, metode penafsiran, konstruksi argumentasi, serta kesimpulan hukum
yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut (Zendrato & Chariansyah, 2026).
Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, perubahan,
dan perkembangan penafsiran konstitusi Mahkamah Konstitusi terhadap presidential threshold.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Pergeseran Penafsiran Konstitusi terhadap Perkembangan Hukum Pemilu dan
Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pergeseran penafsiran Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menuju Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024 mempunyai implikasi yang fundamental terhadap perkembangan hukum pemilu di Indone-
sia. Pergeseran tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya keberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, tetapi juga mengubah konstruksi hukum mengenai siapa yang memiliki hak untuk
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta bagaimana pembentuk undang-undang dapat
mengatur mekanisme pencalonan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menegaskan bahwa persoalannya bukan
sekadar besaran 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, melainkan rezim presidential threshold dalam
bentuk apa pun bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Implikasi paling langsung adalah hilangnya
dasar hukum presidential threshold yang selama ini digunakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya mensyaratkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
Setelah Putusan 62/2024, ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (Jatmiko et al.,
2025).

Implikasi pertama perbandingan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024
menunjukkan adanya perubahan yang fundamental dalam konstruksi penafsiran konstitusional terhadap presi-
dential threshold. Perubahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan amar putusan, melainkan
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menyangkut perubahan paradigma dalam menentukan hubungan antara kebijakan hukum terbuka pembentuk
undang-undang, desain sistem presidensial, hak politik warga negara, serta prinsip kedaulatan rakyat. Dalam
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK menempatkan presidential threshold dalam wilayah open legal pol-
icy (Perbawa, 2023). Ratio decidendi MK dibangun melalui argumentasi bahwa persyaratan ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan instrumen yang dapat digunakan pembentuk undang-
undang untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. MK menegaskan bahwa argumentasi konstitu-
sionalitas ambang batas tidak semata-mata bergantung pada apakah pemilu dilaksanakan secara serentak atau
tidak, melainkan berkaitan dengan tujuan memperkuat karakter sistem presidensial. Dalam pertimbangan-
nya, MK dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa persyaratan tersebut diarahkan untuk
“memperkuat sistem Presidensial”. Dengan demikian, rasionalitas yang digunakan MK pada tahap ini bersifat
instrumental, yakni konstitusionalitas suatu kebijakan dikaitkan dengan tujuan sistemik yang hendak dicapai
melalui kebijakan tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Konstruksi demikian menunjukkan kuatnya pendekatan judicial restraint. MK tidak menempatkan dirinya
sebagai institusi yang menentukan desain politik pemilu, melainkan memberikan ruang kepada pembentuk
undang-undang untuk memilih model pencalonan Presiden selama pilihan tersebut masih berada dalam batas-
batas konstitusi. Dalam paradigma ini, ketidaksempurnaan suatu kebijakan tidak serta-merta mengubahnya
menjadi inkonstitusional. Oleh karena itu, MK mempertahankan Pasal 222 UU Pemilu dan menyatakan per-
mohonan terhadap ketentuan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Akan tetapi, pendekatan tersebut
mengandung persoalan teoritis karena rasionalitas presidential threshold terutama dibangun berdasarkan asumsi
bahwa semakin besar dukungan partai politik terhadap calon Presiden, semakin kuat pula legitimasi dan stabili-
tas pemerintahan. Asumsi tersebut pada hakikatnya merupakan hubungan kausal yang harus dapat dibuktikan.
Persoalannya adalah apakah dukungan politik yang diperoleh partai politik dalam pemilu legislatif sebelum-
nya secara rasional dapat dipergunakan sebagai ukuran legitimasi untuk pencalonan Presiden pada periode
pemilu berikutnya. Persoalan inilah yang kemudian memperoleh perhatian lebih besar dalam Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan titik tekan penafsiran. MK tidak
lagi memandang presidential threshold hanya dari perspektif desain kelembagaan dan stabilitas pemerintahan,
tetapi juga dari perspektif hak konstitusional dan kedaulatan rakyat. MK menafsirkan frasa Pasal 6A ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden “diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum” sebagai dasar bagi pengakuan hak konstitusional partai
politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon (Mahkamah Konstitusi, 2024). Dalam konteks terse-
but, penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya untuk menentukan siapa yang memiliki akses pencalonan
dipandang telah membatasi hak konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Pergeseran tersebut menjadi
semakin jelas ketika MK menggunakan pendekatan historis. MK menelusuri risalah perubahan UUD 1945
dan menemukan bahwa tidak terdapat pembahasan yang menghendaki adanya persentase tertentu berdasarkan
hasil pemilu anggota DPR sebagai syarat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan
demikian, MK tidak hanya membaca teks Pasal 6A ayat (2) secara gramatikal, tetapi juga menggunakan sejarah
pembentukan norma konstitusi untuk menentukan batas delegasi kepada pembentuk undang-undang.

Dalam kerangka ini, open legal policy tidak lagi dipahami sebagai ruang kebebasan legislator yang ham-
pir sepenuhnya bersifat diskresioner. MK menempatkannya sebagai kewenangan yang tetap tunduk pada
supremasi konstitusi. Dengan demikian, pertanyaan konstitusionalnya bukan lagi sekadar apakah pembentuk
undang-undang berwenang menetapkan threshold, melainkan apakah penggunaan kewenangan tersebut telah
menghasilkan pembatasan yang bertentangan dengan hak dan prinsip konstitusional. Perubahan paling pent-
ing terlihat pada penggunaan konsep moralitas dan rasionalitas. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024,
MK menyatakan bahwa presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan
rakyat, tetapi juga “melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable”. Formula tersebut
menunjukkan bahwa moralitas tidak dipahami sebagai moralitas dalam pengertian kesusilaan privat, melainkan
sebagai moralitas demokrasi yang menghendaki adanya kesempatan politik yang fair, keterbukaan kontestasi,
serta penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Konsep moralitas dan rasionalitas sebagai
pembatas open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berakar pada prinsip negara hukum, teori keadilan,
dan yurisprudensi MK sendiri (Gusman, 2026).
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Pada dimensi rasionalitas, MK melakukan evaluasi terhadap hubungan antara hasil pemilu legislatif se-
belumnya dan pencalonan Presiden pada pemilu berikutnya. MK menilai bahwa dinamika politik dari satu
pemilu ke pemilu berikutnya dapat berubah secara drastis sehingga sulit mempertahankan rasionalitas hasil
pemilu sebelumnya sebagai dasar pencalonan Presiden pada periode berikutnya. Dengan demikian, rasionalitas
tidak cukup dibuktikan dengan tujuan abstrak berupa stabilitas pemerintahan, tetapi harus memiliki hubungan
yang dapat dipertanggungjawabkan antara instrumen hukum, fakta politik, dan tujuan konstitusional.

Dimensi moralitas dan keadilan juga terlihat dari perhatian MK terhadap kedudukan partai politik baru.
Partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan pada prinsip-
nya mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon. Apabila hak tersebut ditentukan oleh
perolehan suara atau kursi pada pemilu sebelumnya, partai politik baru secara otomatis kehilangan kesem-
patan untuk mengusulkan calon meskipun telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Dalam konstruksi
MK, keadaan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan karena akses terhadap kontestasi politik ditentukan
oleh mandat politik masa lalu. MK menghubungkan persoalan tersebut dengan hak politik warga negara.
Pembatasan terhadap partai politik pada akhirnya tidak hanya berdampak pada partai sebagai organisasi,
tetapi juga terhadap pemilih karena semakin sedikit alternatif pasangan calon yang tersedia. Oleh sebab itu,
MK memberikan prioritas kepada hak warga negara untuk memilih dan dipilih dibandingkan dengan tujuan
penyederhanaan partai politik. Pada titik ini, terjadi pergeseran paradigma dari constitutional design menuju
rights-protective constitutionalism (Tibaka & Rosdian, 2018). Pergeseran paradigma tersebut juga tampak
dalam penafsiran terhadap sistem presidensial. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, presidential thresh-
old dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat sistem presidensial. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024, MK justru menilai bahwa menjadikan perolehan kursi atau suara DPR sebagai dasar
pencalonan Presiden berpotensi memasukkan logika parlementer ke dalam sistem presidensial. MK meny-
atakan bahwa penggunaan threshold berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR “memaksakan logika sistem
parlementer” ke dalam praktik sistem presidensial (Dramanda, 2016).

Dengan demikian, terdapat pembalikan hubungan kausal dalam kedua putusan. Putusan 53/PUU-XV/2017
menggunakan formula bahwa threshold dapat memperkuat presidensialisme karena menghasilkan Presiden yang
memiliki dukungan politik lebih kuat. Putusan 62/PUU-XXII/2024 justru menggunakan formula bahwa thresh-
old dapat melemahkan kemurnian presidensialisme karena menjadikan kekuatan legislatif sebagai prasyarat bagi
akses pencalonan Presiden. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dinamika penafsiran tidak hanya terjadi
pada kesimpulan hukum, tetapi pada cara MK mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “penguatan sistem
presidensial”. Secara filosofis, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai perubahan hierarki nilai konstitu-
sional. Putusan 53/PUU-XV/2017 lebih menonjolkan nilai stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan penguatan
institusi kepresidenan. Putusan 62/PUU-XXII/2024 lebih menonjolkan nilai kebebasan politik, kesetaraan ke-
sempatan, kedaulatan rakyat, dan keadilan dalam kompetisi demokratis. Dengan demikian, dinamika yurispru-
densi MK merupakan proses penyeimbangan ulang antara dua kepentingan konstitusional, yaitu governability
di satu sisi dan democratic participation di sisi lainnya (Hasugian et al., 2026).

Implikasi kedua berkaitan dengan representasi politik dan kesempatan partai politik. MK dalam Putusan
62/2024 memandang presidential threshold berpotensi menghalangi tersedianya banyak pilihan pasangan calon
bagi rakyat. Menurut MK, keadaan tersebut dapat menggeser tujuan perubahan UUD 1945 yang antara lain
memperkuat kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat dalam demokrasi. Dengan dihapuskannya
presidential threshold, partai politik peserta pemilu tidak lagi harus memperoleh persentase tertentu dari hasil
pemilu legislatif sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon. Penghapusan presidential threshold tidak
otomatis berarti setiap partai politik harus mengajukan calon sendiri-sendiri. MK justru menyadari adanya
risiko jumlah pasangan calon menjadi terlalu banyak dan membuka ruang bagi pembentuk undang-undang un-
tuk mengatur mekanisme agar jumlah pasangan calon tetap rasional tanpa menggunakan presidential threshold
yang telah dinyatakan inkonstitusional (Huda & Muttaqin, 2025).

Dalam paradigma lama, presidential threshold dapat dipahami sebagai instrumen untuk membangun dukun-
gan politik yang lebih kuat bagi Presiden, sehingga terdapat harapan terciptanya stabilitas pemerintahan dalam
sistem presidensial multipartai. Sementara Putusan 62/2024 lebih menekankan aspek keterwakilan politik (rep-
resentativeness) dan perluasan pilihan rakyat (Hapsoro, 2026).

Pergeseran penafsiran konstitusi yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0. Halaman 74



Dodi Irama Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold ...

XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 mempunyai implikasi yang fundamental terhadap perkem-
bangan hukum pemilu di Indonesia. Pergeseran tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan pendirian
Mahkamah mengenai konstitusionalitas presidential threshold, tetapi juga berimplikasi terhadap konstruksi
hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, kedudukan partai politik peserta pemilu, serta batas kewe-
nangan pembentuk undang-undang dalam membentuk kebijakan hukum pemilu.

Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, presidential threshold ditempatkan sebagai bagian dari open legal
policy yang memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan persyaratan pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan tersebut memberikan legitimasi konstitusional terhadap Pasal 222 UU
Nomor 7 Tahun 2017 dan menempatkan kepentingan desain sistem presidensial serta stabilitas pemerintahan
sebagai salah satu pertimbangan dalam mempertahankan presidential threshold (Gusman, 2026).

Pendirian tersebut mengalami perubahan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Mahkamah meny-
atakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi melihat presidential threshold semata-mata se-
bagai persoalan kebijakan legislasi, tetapi juga sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan hak
politik, kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan, rasionalitas, dan keadilan. Dengan demikian, open legal pol-
icy pembentuk undang-undang tetap diakui, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional
(Thorik et al., 2025).

Implikasi pertama dari perubahan tersebut adalah hilangnya dasar hukum pemberlakuan presidential thresh-
old sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
tidak lagi dapat mensyaratkan perolehan persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional sebagai
dasar untuk mengusulkan pasangan calon. Hal ini menyebabkan adanya perubahan fundamental dalam desain
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena hak untuk mengusulkan pasangan calon tidak lagi bergantung
pada hasil pemilu legislatif sebelumnya.

Implikasi kedua adalah meningkatnya kesempatan partai politik peserta pemilu untuk berpartisipasi dalam
proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan presidential threshold dapat memperluas pili-
han politik bagi pemilih dan memperkuat prinsip keterwakilan politik. Dalam perspektif ini, perkembangan
hukum pemilu bergerak dari paradigma yang lebih menekankan pembentukan dukungan politik dan stabil-
itas pemerintahan menuju paradigma yang lebih menekankan keterwakilan dan perluasan partisipasi politik
masyarakat.

Implikasi ketiga berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang. Setelah Putusan Nomor 62/PUU-
XXII/2024, pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pencalonan Pres-
iden dan Wakil Presiden, tetapi kewenangan tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membentuk presidential
threshold dalam bentuk apa pun. Pembentuk undang-undang harus membangun mekanisme pencalonan yang
mampu menjamin kesetaraan partai politik peserta pemilu sekaligus menjaga kualitas dan keteraturan proses
pemilu.

Implikasi keempat adalah munculnya kebutuhan untuk merancang mekanisme alternatif dalam mengen-
dalikan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan presidential threshold berpotensi
meningkatkan jumlah pasangan calon karena setiap partai politik peserta pemilu secara konstitusional memper-
oleh hak untuk mengusulkan pasangan calon. Mahkamah sendiri mengakui persoalan tersebut dan memberikan
ruang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur agar jumlah pasangan calon tidak berlebihan, sepan-
jang mekanisme tersebut tidak kembali menggunakan presidential threshold yang telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dapat di-
lakukan dengan sekadar mengganti bentuk atau nomenklatur presidential threshold. Pembentuk undang-undang
perlu melakukan rekonstruksi terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip
kesetaraan, keterwakilan, rasionalitas, dan konstitusionalitas. Pengaturan baru harus memberikan kesempatan
yang setara kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, tetapi tetap menyedi-
akan mekanisme yang rasional untuk menjaga efektivitas kompetisi dan keberlangsungan sistem pemerintahan
presidensial.

Oleh karena itu, pergeseran penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipandang sebagai perkem-
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bangan hukum pemilu menuju sistem yang lebih inklusif dan representatif. Namun, perkembangan tersebut
sekaligus memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pembentuk undang-undang untuk merancang
sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya menjamin kebebasan dan kesetaraan poli-
tik, tetapi juga mampu menjaga efektivitas sistem presidensial. Dengan demikian, arah perkembangan hukum
pemilu pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 seharusnya tidak berorientasi pada pencarian angka pres-
idential threshold baru, melainkan pada pembentukan desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang
sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 serta prinsip kedaulatan rakyat.

3.2. Dinamika dan Pergeseran Penafsiran Konstitusi dalam Ratio Decidendi Mahkamah Kon-
stitusi antara Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas presidential threshold. Perubahan terse-
but bukan semata-mata perubahan mengenai angka ambang batas, melainkan perubahan cara Mahkamah
memahami hubungan antara Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai
hak partai politik, hak warga negara, kedaulatan rakyat, dan ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempertahankan keberadaan
presidential threshold. Mahkamah melihat pengaturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, sepanjang UUD
1945 tidak menentukan secara eksplisit besaran ambang batas tersebut, pembentuk undang-undang mempunyai
ruang untuk menentukan kebijakan tersebut.

Ratio decidendi tersebut dapat dipahami melalui tiga pertimbangan utama:

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan besaran presidential threshold. Pasal tersebut hanya meny-
atakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, menurut pendekatan Mahkamah ketika itu, pengaturan
lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan dapat ditentukan melalui undang-undang.

2. Presidential threshold dipandang memiliki hubungan dengan desain sistem pemerintahan presidensial. Am-
bang batas dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang dalam membangun
sistem kepartaian dan pemerintahan yang dianggap dapat memperoleh dukungan politik yang memadai.

3. Mahkamah memberikan penghormatan yang relatif kuat terhadap kewenangan pembentuk undang-undang.
Dengan memasukkan presidential threshold ke dalam kategori open legal policy, Mahkamah tidak melakukan
pengujian yang terlalu jauh terhadap pilihan politik legislator.

Argumentasi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa MK menyatakan bahwa pengaturan ambang
batas adalah open legal policy. Dalam putusan ini, MK berpendapat sebagai berikut: Pertama, terhadap
dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah
manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi,
dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya
pengambilan putusan terkait UU Pemilu, MK berpendapat bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan
politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk UU, dalam
hal ini DPR bersama Presiden (Ghoffar, 2018).

Kedua, terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu telah
digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak
2019, MK berpendapat bahwa UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang pres-
idential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana
mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa
yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda (Yanayir & Sabillilah, 2026).

Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU
Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemil-
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ihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai
politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah
kebijakan hukum pembentuk undang-undang (Nahutama et al., 2021).

Keempat, MK kembali mempertegas Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
dengan penjelasan: pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik
(atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu
diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (legal policy). Argumentasi
teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau
gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Argumentasi sosio-
politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau
gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat
lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat
Indonesia yang berbhinneka. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222
UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimban-
gan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa
ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Pres-
idensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential
threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai
politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah
berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan
perlakuan serta-merta berarti diskriminasi (Farhani & Azizah, 2022).

Secara dogmatis, argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memiliki
dasar logika yang kuat apabila ditempatkan dalam kerangka separation of powers, judicial restraint, open legal
policy, dan constitutional design. Mahkamah tidak memandang presidential threshold sebagai konsekuensi lang-
sung dari perintah konstitusi mengenai persentase tertentu, melainkan sebagai pilihan kebijakan pembentuk
undang-undang yang masih berada dalam ruang diskresi legislatif sepanjang tidak melampaui batas-batas kon-
stitusional. Posisi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa tidak setiap persoalan kebijakan publik merupakan
persoalan konstitusional yang harus diselesaikan melalui intervensi yudisial. Konstruksi tersebut sekaligus me-
nunjukkan penghormatan Mahkamah terhadap pembagian kewenangan antara cabang kekuasaan negara. DPR
bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan desain teknis
penyelenggaraan pemilu, sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945.
Dengan demikian, doktrin open legal policy dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dapat dipahami sebagai
instrumen judicial restraint untuk mencegah Mahkamah menggantikan pilihan kebijakan legislator dengan pref-
erensi kebijakannya sendiri.

Argumentasi Mahkamah mengenai tujuan presidential threshold untuk memperkuat sistem presidensial juga
mempunyai dasar teoritis dalam constitutional design. Ambang batas pencalonan dipandang sebagai instrumen
untuk membentuk basis dukungan politik yang lebih luas bagi calon Presiden sehingga diharapkan meng-
hasilkan legitimasi politik dan memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam perspektif tersebut, presidential
threshold tidak diposisikan semata-mata sebagai pembatasan terhadap pencalonan, tetapi sebagai institutional
engineering yang diarahkan untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial dalam konteks sistem
multipartai. Penolakan Mahkamah terhadap dalil diskriminasi memiliki dasar dalam teori equality. Perbedaan
perlakuan terhadap partai politik berdasarkan perolehan suara atau kursi tidak dengan sendirinya dapat dikat-
egorikan sebagai diskriminasi. Dalam teori kesetaraan, pembedaan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada
kriteria objektif dan relevan serta mempunyai hubungan rasional dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh
karena itu, argumentasi Mahkamah bahwa “tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi”
dapat ditempatkan dalam kerangka reasonable classification.

Dengan demikian, kekuatan argumentasi Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terutama terletak pada ko-
herensi antara doktrin open legal policy, judicial restraint, constitutional design, dan prinsip equality. Mahkamah
tidak menyatakan bahwa presidential threshold merupakan satu-satunya desain pemilu yang konstitusional,
melainkan menyatakan bahwa pilihan tersebut masih berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang
dan belum terbukti melampaui batas konstitusional. Akan tetapi, konstruksi tersebut mengandung asumsi
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bahwa presidential threshold memiliki hubungan rasional dengan penguatan sistem presidensial dan legiti-
masi politik. Asumsi inilah yang kemudian menjadi titik penting untuk dianalisis kembali dalam Putusan
Nomor 62/PUU-XXII/2024. Perubahan pendirian Mahkamah pada tahun 2024 lebih tepat dipahami seba-
gai perubahan standar dalam menilai batas open legal policy daripada sekadar perubahan pendapat mengenai
ada atau tidaknya presidential threshold. Putusan 53/PUU-XV/2017 merepresentasikan pendekatan constitu-
tional restraint yang menekankan kewenangan pembentuk undang-undang dan desain kelembagaan, sedangkan
Putusan 62/PUU-XXII/2024 memperlihatkan penguatan constitutional rights review yang menempatkan hak
politik, kedaulatan rakyat, rasionalitas, moralitas, dan keadilan sebagai parameter untuk menentukan batas
konstitusional kebijakan legislator.

Setelah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 muncul putusan baru Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024
yang menjadi dinamika perubahan mengenai batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan
yang sangat signifikan terjadi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan bahwa
Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Yang lebih penting, Mahkamah menegaskan bahwa
persoalannya bukan sekadar apakah angka 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional terlalu tinggi atau
terlalu rendah. Mahkamah menyatakan bahwa rezim presidential threshold itu sendiri, berapa pun angka
threshold-nya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Perubahan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketika Mahkamah mulai menilai konsekuensi pen-
gaturan presidential threshold terhadap prinsip kesetaraan kesempatan politik, kualitas representasi demokratis,
dan akses partai politik dalam proses pencalonan presiden. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan
bahwa penerapan presidential threshold telah menyebabkan “terbatasnya alternatif pasangan calon presiden
dan wakil presiden yang tersedia bagi pemilih” sehingga berimplikasi pada kualitas demokrasi dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi mengurangi kesem-
patan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara lebih
terbuka. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak lagi semata-mata memusatkan perha-
tian pada kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan mulai menilai dampak aktual suatu kebijakan
terhadap pelaksanaan hak konstitusional dalam proses demokrasi. Dengan demikian, fokus pengujian bergeser
dari sekadar legalitas kebijakan menuju evaluasi terhadap konsekuensi konstitusional yang ditimbulkan oleh
kebijakan tersebut (Santoso et al., 2026).

Pada Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 MK telah menyatakan ambang batas minimal persentase pen-
gusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya bertentangan dengan hak politik
dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta
nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi
Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut
tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah
rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) berapa
pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
(Puspita & Pramana, 2025).

Penggunaan konsep moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang digunakan oleh MK pada Putusan
Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum, yang menegaskan
bahwa kewenangan pembentuk undang-undang tetap dibatasi oleh konstitusi dan tidak boleh digunakan se-
cara sewenang-wenang. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28J ayat
(2) menegaskan bahwa pembatasan hak harus memperhatikan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum. Kerangka tersebut sejalan dengan teori hukum alam yang menghubungkan validitas dan legitimasi
hukum dengan moralitas, serta teori rasionalitas dan keadilan yang menuntut agar setiap kebijakan memiliki
hubungan yang logis antara tujuan dan sarana. Dengan demikian, kebijakan legislator yang bersifat open legal
policy tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, rasional, dan adil (Perdana & Wafi, 2026).

Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, ruang kebijakan terbuka tersebut bukanlah kewenangan yang
tanpa batas. Berdasarkan perkembangan putusan MK, termasuk Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 (Zaini
& Ridho, 2018) dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 (Amirulloh, 2019), open legal policy dapat diuji apabila
telah melampaui batas konstitusional, terutama ketika mengandung pelanggaran moralitas, irasionalitas atau
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kesewenang-wenangan (manifest arbitrariness), serta diskriminasi yang tidak memiliki dasar objektif dan ra-
sional. Oleh karena itu, open legal policy pada hakikatnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang
yang tetap berada di bawah supremasi UUD 1945: legislator memiliki ruang untuk memilih kebijakan, tetapi
pilihan tersebut harus rasional, bermoral, adil, dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.

Mahkamah menilai presidential threshold bukan hanya persoalan teknis pemilu, tetapi berkaitan dengan
kemampuan warga negara untuk memperoleh alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah juga
menghubungkan norma tersebut dengan prinsip persamaan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, dan
kepastian hukum yang adil.

Table 1. Perbandingan Ratio Decidendi, Pendekatan, dan Implikasi Putusan MK

Parameter Putusan 53/PUU-XV/2017 Putusan 62/PUU-XXII/2024

Amar Putusan Permohonan ditolak Permohonan dikabulkan
Pandangan MK Presidential threshold merupakan open legal

policy pembentuk undang-undang
Pasal 222 dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai keku-
atan hukum mengikat

Fokus Pertimbangan Penguatan sistem presidensial dan penyeder-
hanaan sistem kepartaian

Perlindungan hak konstitusional, keadilan
pemilu, dan perkembangan praktik ketatane-
garaan

Status Threshold Konstitusional Inkonstitusional (rezim threshold bertentan-
gan dengan konstitusi)

Orientasi Nilai Governability / stabilitas pemerintahan Representativeness / keterwakilan dan hak
politik

Dinamika penafsiran konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putu-
san Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perubahan paradigma Mahkamah dalam menilai konsti-
tusionalitas presidential threshold. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah menempatkan presi-
dential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
tidak menentukan secara eksplisit besaran ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga pen-
gaturannya dipandang sebagai kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusi (Rasji & Harmono, 2025a).

Berbeda dengan pendirian tersebut, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah melakukan
pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa persoalan presidential threshold tidak semata-mata berkaitan
dengan besaran persentasenya, tetapi berkaitan dengan keberadaan rezim ambang batas itu sendiri. Mahkamah
menyatakan bahwa presidential threshold, berapa pun besarannya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD
1945. Pergeseran tersebut didasarkan antara lain pada pertimbangan mengenai hak politik warga negara, prinsip
kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan, rasionalitas, moralitas, serta larangan terhadap ketidakadilan yang
intolerable (Santoso et al., 2026).

Dengan demikian, pergeseran ratio decidendi antara kedua putusan tidak menunjukkan bahwa MK mening-
galkan konsep open legal policy. Pergeseran terhadap perkembangan doktrin terjadi dengan memberikan batas
konstitusional yang lebih tegas terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Open legal policy tetap diakui
sebagai ruang kebijakan legislator, tetapi ruang tersebut tidak dapat digunakan untuk membentuk norma yang
mengurangi hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Yanayir
& Sabillilah, 2026). Pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai perkembangan penafsiran konstitusi dari
pendekatan yang lebih menekankan kewenangan pembentuk undang-undang menuju pendekatan yang lebih
menekankan perlindungan hak konstitusional dan representasi politik. Dengan kata lain, terjadi pergeseran ori-
entasi dari kepentingan governability atau stabilitas pemerintahan menuju representativeness atau keterwakilan
politik. Oleh karena itu, perubahan pendirian Mahkamah lebih tepat dipahami sebagai perkembangan penaf-
siran konstitusi sepanjang perubahan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan
perkembangan konteks ketatanegaraan (Matutu & Aven, 2024).

Penyelesaian atas persoalan presidential threshold setelah Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terletak pada
pembentukan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tetap menjamin kualitas dan keter-
aturan proses pencalonan, tetapi tidak membatasi hak partai politik peserta pemilu melalui ambang batas
perolehan kursi DPR atau suara sah nasional. Pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang open legal
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policy untuk mengatur mekanisme pencalonan, sepanjang pengaturan tersebut objektif, rasional, proporsional,
menjamin kesetaraan partai politik peserta pemilu, serta tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD
1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persoalan utama pasca Putusan Nomor 62/PUU-
XXII/2024 bukan lagi menentukan besaran presidential threshold yang konstitusional, melainkan membangun
desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan efektivi-
tas pemerintahan, kualitas calon, kesetaraan partai politik, dan perlindungan hak politik warga negara dalam
kerangka demokrasi konstitusional.

4. KESIMPULAN

Perkembangan dalam memahami konstitusionalitas presidential threshold memperlihatkan pergeseran yang fun-
damental. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah lebih menekankan penafsiran tekstual dan
struktural dengan menempatkan pengaturan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pem-
bentuk undang-undang. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menggunakan
pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional, kedaulatan rakyat,
persamaan, rasionalitas, dan keadilan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Pasal 6A
ayat (2) UUD 1945 berkembang dari penekanan pada kewenangan pembentuk undang-undang menuju pen-
guatan batas-batas konstitusional terhadap kebijakan hukum terbuka.

Pergeseran ratio decidendi antara kedua putusan menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pendirian
Mahkamah Konstitusi mengenai presidential threshold. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mempertahankan
Pasal 222 UU Pemilu dengan alasan bahwa penentuan ambang batas merupakan kewenangan pembentuk
undang-undang. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 222 UU Pemilu berten-
tangan dengan UUD 1945 karena keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, tidak sesuai
dengan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut tidak berarti Mahkamah meninggalkan
doktrin open legal policy, melainkan mempertegas bahwa kebijakan hukum terbuka memiliki batas dan tidak
boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama kedaulatan rakyat, hak politik, kesetaraan,
rasionalitas, dan keadilan.

Implikasi pergeseran penafsiran tersebut terhadap perkembangan hukum pemilu adalah hilangnya dasar kon-
stitusional pemberlakuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu serta perlunya
rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pembentuk undang-undang tetap memi-
liki kewenangan untuk mengatur tata cara pencalonan, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh menghidupkan
kembali presidential threshold dalam bentuk lain yang secara substansial membatasi hak partai politik peserta
pemilu. Oleh karena itu, arah perkembangan hukum pemilu pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 perlu
diarahkan pada sistem pencalonan yang menjamin kesetaraan, keterwakilan, partisipasi politik, dan kedaulatan
rakyat, sekaligus tetap menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial melalui mekanisme yang rasional
dan sesuai dengan UUD 1945.
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